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BAB IV  

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan 

bahwa: 

1. Dalam UU perkawinan, tidak mengatur secara jelas dan tegas entang 

adanya perkawinan beda agama.  Namun, Keabsahan perkawinan dalam 

UU perkawinan dinilai dari hukum agama masing-masing mempelai. 

UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah berdasarkan aturan 

hukum agama dan keyakinan masing-masing (mayoritas agama menolak 

perkawinan beda agama) tapi melegalkan perkawinan beda agama apabila 

dilaksanakan diluar wilayah juridiksi Indonesia dan pencatatannya 

dianggap sah, sedangkan UU Administrasi Kependudukan  melegalkan 

pencatatan perkawinan beda agama dengan syarat adanya penetapan yang 

dikeluarkan oleh pengadilan. 

 Terkait dengan hukum perkawinan beda agama, maka 

tergantung hukum agama masing-masing apakah membolehkannya atau 

tidak.   Karena yang diatur dalam UU perkawinan itu hanyalah 

perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan. 

sehingga terjadi kekosongan hukum. Berkenaan dengan sahnya 

perkawinan menurut pasal 2 ayat 1 UU perkawinan yang menyatakan 

perkawinan harus dilaksanakan menurut agama atau keyakinan masing-

masing. 

Pada dasarnya tindakan penolakan terhadap perkawinan beda 

agama di Indonesia merupakan hal yang diskriminatif, karena tidak sesuai 

dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia yang membatasi agama warga 

negaranya. Agama dinilai sebagai poin penting bagi jiwa pada setiap 

insan, maka UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi 

telah menjamin hal tersebut. Dalam Pasal 28 E ayat(1) dan Pasal 29 

ayat(2)  UUD 1945 mengatur mengenai kebebasan memeluk agama, 

kebebasan dalam hal ini diartikan sebagai hal yang hakiki maka tidak ada 

turut campur negara sekalipun. 

2. Akibat  hukum perkawinan  beda  agama  dinyatakan  sah apabila  sudah  

dilakukan  pencatatan  di  Kantor  Catatan  Sipil Surabaya,  dengan  

sahnya perkawinan  beda  agama  tersebut  menimbulkan  akibat  hukum  

baik  terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang  dilahirkan 

dalam perkawinan, yang diatur dalam UU Perkawinan. Perkawinan beda 

agama adalah sah secara hukum sehingga anak yang dilahirkan dari 
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perkawinan beda agama merupakan sah juga hubungan hukum antara 

suami dan istri sejak ikatan perkawinan dinyatakan sah menurut hukum 

dan agama. Sehingga setiap anak yang dilahirkan wajib dicatatkan pada 

Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh akta kelahiran. Adapun 

ketentuan ini diatur dalam UU Administrasi Kependudukan dan 

Permendagri no 108 tahun 2009 serta Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 2008. Untuk sahnya sebuah perkawinan 

dapat dikukuhkan berdasarkan Hukum Agama seperti yang tertuang 

dalam UU Perkawinan serta UU Administrasi Kependudukan, sehingga 

terhadap peristiwa penting yakni pelaksanaan perkawinan beda agama 

telah diatur dengan solusi yakni secara administratif dicatatkan ke 

Kantor Catatan sipil guna terciptanya kepastian hukum melalui 

Penetapan Pengadilan 

 Adapun mengenai pertimbangan hakim yang menggunakan UU 

Administrasi kependudukan sebagai dasar hukum untuk mengesahkan 

perkawinan beda agama tersebut tidak salah walaupun tidak diatur secara 

jelas dalam UU Perkawinan. 

Proses Pencatatan perkawinan beda agama pasca penetapan Putusan 

Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby hampir sama seperti pencatatan 

perkawinan seagama, kecuali dengan beberapa syarat khusus yaitu dengan 

surat penetapan pengadilan. Selain dengan penetapan pengadilan, ada juga 

beberapa cara lainnya untuk melaksanakan perkawinan beda agama. 

 

4.2. Saran 

1. Pengaturan mengenai perkawinan beda agama, harus diatur secara tegas di 

dalam peraturan perudang-undangan, sehingga tidak menimbulkan 

kekosongan hukum, yang berakibat kebingungan masyarakat yang terkait 

dengan permasalahan perkawinan beda agama. 

2. Pasal 33 UU Perkawinan harus dijelaskan secara jelas kepada masyarakat 

tentang kewajiban suami istri  yang dimana wajib saling mencintai dan 

menghormati, dengan cara penyuluhan tentang dasar hukum perkawinan beda 

agama kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi 

yang lebih jelas tentang peraturan  dan hak-hak dasar dalam perkawinan beda 

agama.  
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